
68 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Absori, M. I. (2021). Politik Hukum Dalam Bingkai Hukum Progresif. Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. 

 Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum. Sukabumi: CV. Haura Utama. 

Indonesia, K. P. (2024). Buku Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024. Jakarta. 

Muhaimin. (2020). Metode Penelitia Hukum. Mataram: Mataram University Press. 

Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Harva Creative. 

Sidiq, M. (2022). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. Banda Aceh: 

Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. 

Jurnal 

Amir, M. (2020). Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdsarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Al-Islah : Jurnal Ilmiah 

Hukum, 23, 116. 

Azmi. (2016). Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat 

Islam. AL-Qolam, 33, 6. 

Giovanni Cornelia, T. R. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata 

Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. 

Jurnal Kewarganegaraan, 8, 298-299. 

Iryati, I. (2021). Peran Panitia Pemungutan  Suara (PPS) pada Pemilihan Umum 

Serentak  2019 di Kecamatan Kuatan Tengah. Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Islam Kuantan Singingi, 58. 

Mohammad Ezha Fachruza Roshady, S. A. (2023). Integritas Penyelenggara Pemilu 

Ad-hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang 

Selatan Tahun 2020. Journal of Politic, 4, 63. 

Nugroho, D. A. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu 

yang Demokratis. Jurnal Juristic, 1, 27. 

Nursaifullah, A. F. (2024). Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 

2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. Journal of 

Government Insight, 4, 18. 



69 
 

Puspitasari, Y. D. (2020). Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pilkada 2018 

Kabupaten Lumajang Studi Rekrutmen dalam pelaksanaan Pemilu dari 

Perspektif Kelembagaan. Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia. 

R. Rindu Garvera, F. S. (2021). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Desa 

Mandiri. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8, 506. 

Restu Gusti Monitasari, E. F. (2021). Demokrasi dalam Dimensi Nilai-nilai Pancasila 

Berdasarkan Paradigma Philisiphische Grondslag. Jurnal Res Justitia: 

Jurnal Ilmu Hukum, 1, 235-236. 

Risidiana Izzaty, X. N. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil Melalui Validitas 

Daftar Pemilih Tetap. Jurnal Suara Hukum, 1, 156-157. 

S, B. A. (2019). Dinamika Demokrasi Di Indonesia. Mimbar Administrasi FISIP 

UNTAG SEMARANG, 15. 

Shine Azizah Heply, F. K. (2023). Collaborative Governanace dalam Penanganan 

Pelanggaran Kampanye di Provinsi Kepulauan Riau. JRP: Jurnal Relasi 

Publik, 1, 196-197. 

Sumanto, E. (2016). Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu'ala Al-Maududi dengan 

Muhammad Natsir. El-Afkar, 5, 86. 

Tasya Meyliza, S. U. (2020). Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pelaksanaan 

Pemilu di Indonesia. Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahan 

Nasional, 1, 195. 

Tiara Anthon Edny Piri, A. B. (2022). Selksi Bada Ad Hoc pada Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2020 di Kota Tomohon. Jurnal Tradisiplin Pertanian, 18, 

950. 

Ukasah, A. (2024). Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara 

Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia. Perkara: Jurnal 

Ilmu Hukum dan Politik, 2, 200-201. 

Utami, A. W. (2016). Peran Panitia Pemungutan PPS dan Tokoh Masyarakat dalam 

Melakukan Sosialisasi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015. Fakukta Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan . 

Windu, B. A. (2019). Dinamika Demokrasi di Indonesia. Mimbar Administrasi Fisip 

Untag Semarang, 15. 



70 
 

Yulianto. (2023). Implementasi E-Goverment pada Pemilu 2024. Journal of Community 

Service and Empowerment, 4, 184. 

Yunita Nur Fadhila, I. N. (2024). Kepemimpinan Kolaboratif dakam Momentum 

Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkel Atikah, I. 

(2022). Metode Penelitian Hukum. Sukabumi: CV. Haura 

Utama.anjutan. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 9, 47. 

 

Website 

   Anugrah Dwiputra , Evaluasi Permasalahan Aplikasi Sirekap dalam Pemilu 2024 dan 

Solusi Perbaikan 

https://www.kompasiana.com/anugerahdwiputra7563/660948ffc57afb4

59f2b5972/evaluasi-permasalahan-aplikasi-sirekap-dalam-pemilu-

2024-dan-solusi-perbaikan, diakses pada tanggal 21 agustus 2024 pada 

jam 22.2 

Ayu Rifka Sitoresmi, Asas dan Prinsip Pemilu di Indonesia  

https://www.liputan6.com/hot/read/5501626/asas-dan-prinsip-pemilu-

di-indonesia-lengkap-dengan-tujuannya?page=3 diakses pada tanggal 

21 agustus 2024 jam 18.45. 

 geograf, Jumat, 28 September 2023 : Pengertian Sistem kerja dan Penjelasan lengkap 

Menurut Ahli, dalam https://geograf.id/jelaskan/pengertian-sistem-kerja/ 

diunduh kamis, 18 Januari 2024 Pukul 10.30.  

 Junaedi. (2023, 1 selasa). Anggota PPS Diimbau Bekerja Normatif. Dari Diskominfo- 

Bergas: https://main.semarangkab.go.id/anggota-pps-diimbau-bekerja-

normatif/ diakses pada tanggal 21 Oktober 2023  

Sayap Bening Law Office, Pengertian, Asas dan Sistem Pemilu di akses dari  

https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-teori-pemilu diakses pada 

tanggal 21 agustus 2024 jam 16.22 

Siakba KPU, Minggu, 18 Desember 2022 : Pengumuman Nomor : 457/ PP.04 1-

Pu/3322/ 2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan 

Suara Untuk Pemilihan Umum 2024, 

https://siakba.kpu.go.id/docpengumuman/pengumuman-tentang-

seleksi-calon-anggota-panitia-pemungutan-suara-untuk-pemilihan-

umum-tahun-2024-



71 
 

XbwbuuXku4BF42NHIGGoUTpI0Z9lzvqGX5rA5Ihd.pdf diunduh 

Kamis, 18 Januari 2024 Pukul 20.53 

tvonenews.com, Rabu, 25 Januari 2023 : Bertugas di 235 Desa, KPU Kabupaten 

Semarang Resmi Lantik 705 Anggota PPS, dari 

https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/96426-bertugas-di-235-

desa-kpu-kabupaten-semarang-resmi-lantik-705-anggota-pps diunduh 

Minggu, 21 Januari 2024 Pukul 13.50. 

Peraturan Perundang-undangan 

UUD 1945 pasal 22 E ayat  

Undang-undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

Menjadi Undang-undang. 

Peraturan KPU (PKPU) Nomor. 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar 

Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi 

Data Pemilih.  

Peraturan KPU (PKPU) Nomor. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja 

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil 

Walikota. 

Wawancara 

Yusuf Safarianto, Ketua PPS Desa Papringan, Wawancara Pribadi, Kadirojo, Jumat 2 

Februari 2024. 

Ajeng Arindita Lalitasari, anggota PPS Desa Papringan Divisi Parmas dan SDM, 

Wawancara Pribadi, Kadirojo, Minggu, 28 Januari 2024 

Wahyu Putranto, Anggota PPS Desa Papringan Divisi Rendatin, Wawancara Pribadi, 

Balai Desa Papringan, 6 Februari 2024 

 Sumini, Masyarakat Desa Kadirojo, Wawancara Pribadi, Kadirojo, 18 Agustus  2024 

 


